
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 1951  

TENTANG 
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN 

TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK SELURUH INDONESIA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang   :  bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada 

Undang-undang mengenai pengawasan perburuhan yang sesuai 
dengan keadaan sekarang; 

 
   bahwa ketiadaan Undang-undang itu sangat dirasakan dan oleh 

karenanya perlu segera mengadakannya; 
 
   bahwa dengan menunggu selesainya pekerjaan tersebut 

terlebih dahulu perlu dijalankan Undang-undang pengawasan 
perburuhan Republik Indonesia yang sudah ada; 

 
   bahwa "Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tabun 1948" 

dari Republik Indonesia adalah salah satu Undang-undang yang 
dibutuhkan dan oleh karenanya perlu lekas dijalankan untuk 
seluruh Indonesia; 

 
Mengingat   :  pasal 36 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia; 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
 
 Memutuskan : 
 
Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan Undang-
undang ini, menetapkan : 
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UNDANG-UNDANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN 
PERBURUHAN TAHUN 1948 No. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH 
INDONESIA. 
 
 PASAL 1. 
 
Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Pengawasan 
Perburuhan tanggal 23 Juli 1948 No. 23 dari Republik Indonesia yang bunyinya 
sebagai berikut : 
 

BAGIAN 1. 
Tentang pengawasan perburuhan. 

 
 Pasal 1. 
 
(1) Pengawasan perburuhan diadakan guna : 
 a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan 

perburuhan pada khususnya; 
 b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal 

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-
luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan 
perburuhan; 

 c. menjalankan pekerjaan lain-lainya yang diserahkan kepadanya 
dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; 

 
(2) Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan-tahunan 

tentang pekerjaan pengawasan perburuhan. 
 
 BAGIAN 11. 

Hak pegawai-pegawai pengawasan perburuhan 
untuk memperoleh keterangan. 

 
Pasal 2. 

 
(1) Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk 

olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan 
pengawasan perburuhan. 

 
(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai- 

pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban- 
kewajiban tersebut dalam pasal I ayat (1), berhak memasuki semua 
tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, 
atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala 
rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya 
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